
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 
NOMOR 17 TAHON 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi 
sumber-sumber penerimaan daerah khususnya di 
bidang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Pcrkotaaan scbagaimana Lelah 
ditetapkan dengan Peraruran Dacrah Kabupaten 
Bojoncgoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Pcrdcsaan dan Perkotaan, maka perlu 
adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembcntukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota DaJam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Oiumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3029); 

4 . Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tcntang 
Pcngadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Talmn 2002 Nomot 27, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara RepubHk Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tohun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3258); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negart1 Republik lndon~AiA Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pcngawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Dacrah dan Relribusi Oaerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Pcraturan Pcmerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Oipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraruran Dersama Menteri Keuangan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07 /2010 dan Nomor 58 
Tahun 2010 ten tang Tahapan Persiapan Pengalihan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

17. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 53 Tahun 201 J 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupalcn Bojoncgoro Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojoncgoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana Lelah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11); 

19 . Peraturan Oacrah Kabupalen Bojonegoro Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojoncgoro Tahun 2010 Nomor 15). scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojoncgoro Nomor 9 Tahun 2012); 

Oengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

dan 

Menetapkan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN KEDVA 
ATAS PERATURAN DAERAH KABVPATEN BOJONEGORO 
NOMOR J 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 
2011 ten tang Pajak Bumj dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011), 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Kabupatcn Bojonegoro 
Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupatcn Bojonegoro Nomor 9 
Tahun 2012), diadakan perubahan scbagai bcrikut: 
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l. Kclcntuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

( 1) Obj ck Pajak Bumi dan Bangunan adaJah Bumi dan Bangunan 
Perciesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau Sadan, kecuaJi kawasan yang digunakan untuk kcgia tnn 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Termasuk dalam pengertian banguna n adalah : 
a . jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks banguna n 

seperti hotel, pabrik dan emplasemcnnya, yang merupak.an 
suatu kesa tuan dcngan komplcks bangunan Lersebut; 

b. Jalan col; 
c. kolam renang; 
d . pagar mewah; 
e. tcmpat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. ta man mewah; 
h . tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; 

dan 
i. mcnara. 

(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi da n Banguna n 
adalah objek pajak yang : 
a . digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerinlah Daerah untuk penyelenggara an pemerintahan; 
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum 

di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
mempcroleh keuntungan; 

c. digunakan unruk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
scjenis dengan iru; 

d . merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan ,visata, 
ta.man nasionaJ, tanah pengembaJaan yang dikuasai olch desa, 
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. 

(4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak dite tapkan 
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 
Pajak. 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a 
diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Tari! Pajak Bumi dan Bangunan dite tapkan sebaga i berikut : 
a . untuk NJOP sampai dengan Rp. l.000.000.000,00 (satu rnilyar 

rupiah ditetapkan sebesar 0 ,075 % (no! koma nol tujuh puluh 
lima persen) per tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,2 % (not koma dua persen) per tahun. 
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(2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang 
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, kecuali. kawasan 
tartah pr'Oduktif yang dikUasai oleh masyarakat yang masih 
digunakan untuk kegiatan usaha pertanian, maka dikenakan 
tambahan tarif sebesar 50 % (lime puluh persen) dari tarif Pajak 
Bumi dan Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sehingga menjadi sebagai berikut : 
a. unluk NJOP sampai dengan Rp. l.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0, 11 % (nol koma sebelas pcrsen} per 
tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen} per tahun. 

(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/ atau bangunan ramah 
lingkungan dan/ atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar 
budaya, maka dapat diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima 
puluh persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1), schingga menjadi sebagai berikut : 
a . untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,04 % (nol koma nol empat persen) 
per tahun; 

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
ditctapkan scbcsar 0, 1 % (nol koma satu pcrscn) per tahun. 

Pasal II 

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lcmbaran Oaerdh Kabupaten 
Bojoncgoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 26 Oescmber 2013 

BUPATIBOJONEOORO, 

ttd. 

H. SUYOTO 

Diundangkan di Bojonegoro 
pad a canggaJ 2 Januari 2014 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

ttd. 

SOEBADI MOEWOlfO 

LEMBARAN DAERAB KABUPATElf BOJONEOORO TABUN 2 0 14 NOMOR 1 . 



 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUJONEGORU 
NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANO 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEOORO 

NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANO PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESMN DAN PERKOTAAN 

I. UMUM 

Salah saLu kebija.kan pajak dari Pemerintah Pusat yang 

mempunyru pengaruh cu.Imp signifik.an terhadap APBD adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan (PBB P2), dengan dibcrikannya 

PBB P2 menjadi pajak daerah diharapkan sumber keuangan daerah akan 

makin mantap. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jika 

dirancang dengan baik dapat menjadi sumber penerimaan yang besar, 

81.abil dan 1&lasti.c. Kadar eh:t8ti8ila8 tergantun~ padi:t. sampw :.cberapa ji:t.ull 

tanah bersangkutan dapat ditaksir dengan teratur dan dapat dinilai dengan 

harga pasar yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan 

Perkotaan dapat juga memperkuat peranan Pemerintah Daerah, karena 

membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan Pemerintah 

Dacrah sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan yang 

efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah 

daerah dan memperkecil kebutuhan akan banruan dari Pemerintah Pusat. 
Sehubungan dengan ha1 tersebut di atas, penenruan Nilru Jual 

Obyek Pajak Tidal< Kena Pajak (NJOPTKP) dan pengenaan tarif PBB P2 di 

Kabupaten Bojonegoro yang selama ini sudah dintur perlu discsurukan 

dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. 

Dilain pihak, penetapan mengenai tarif PBB P2 yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi 

Daerah ditetapkan paling tinggi 0,3 (nol koma tiga perscn), sehingga 

Pemerintah Daerah dapat menetapkan tariI dibawahnya .. Tarif yang selama 

ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

PBB P2 perlu dilakukan perubahan agar masyarakat sebagai wajib PBB P2 
dapat menunaikan kewajibannya scsuai dengan kcmampuannya. 

II. PASAL DEMI PASAL 

PasaJ I 

Pasal II 
Cukup jelas. 

Cukup jelas . 

................ 000000000 ... ..... ....... . 


